GUBERNUR KALIMA ITAN BAR T

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 19é TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR: NOMOR 110 TAHUN' 3

2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA;HAESA .

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pencegahan dan- penanggulangaﬂ '_
Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Barat, = =

b. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebarzm"f;
Corona Virus Disease 2019 dan untuk m@nghmdam_;f_;-'_":f‘.“'::'_:.'. i
penambahan jumlah kasus pOszﬁf di Kallmantan Barat, i
maka Peraturan Gubernur sebagalmana dimaksud clalamf{'_-_'__ﬁ'_" e

1.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

telah ditetapkan Peraturan Gubemur Kahmantan Barat

Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Dzs&plm Dan_{"";.'_: 3;
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan - Sabag&u Upaya e
Pencegahan dan Pengendalian Corona Vzrus Dzsease 2019

sebagaimana telah -diubah beberapa kah dan teraie:hzrf'i{f

dengan Peraturan Gubernur Nomior 75 'I‘ahun 2021

tentang Perubahan = Kelima - Atas Peraturan Gubernur' "
Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan D131p1m dan

Penegalkan Hulkum Protokol ‘Kesehatan. Sebageu Upaya;.;' :
Pencegahan dan Pengendahaﬂ Corona Vlrus Dlsease 2019; o

huruf a perlu dﬂakukan perubahan

bahwa berdasarkan permmbangm‘i ﬁ-‘ sebagalmana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, peﬂu menetapkaﬂ i

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas = |
Peraturan ‘Gubernur Nomor 11{) Tahun 2020 ’I‘entangf:' Sl
Penerapan Dls1pkn Dan Penegakan Hukum Protokol . 7
Kesehatan Sebagai Upaya’ Pencegahan Da:a Pengendahan;": : SR

Corona Virus Dtsease 2019;

Pasal 18 ayat (6) Uﬁdang»Undang Dasar Negara Repubhkf;" :;..._:::-._.

Indonesua Tahun 1945




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang-
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3723);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republilkk Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiin -

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk:; o

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 'ten’tang _Apara’_mf' e
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia: =~

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan  Lembaran Negara '
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ée’ntaﬁ;y SR

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara “Republik . -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran -

Negara Republik Indonesia Nomor - '5587) sebagaamana"f S
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengaﬁ Unc’iang— Bk
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja' | : '. e
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 |
Nomor 245, Tambahan Lembaran Négara Repubhk' S

Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun' 2014 i:entang'f Sl
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik:

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); '

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantma'
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun B

2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Repubhk S
Indonesia Nomor 6236); '




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di  Daerah -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1998
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubhk .
Indonesia Nomor 3373)

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahu'n' :1'99'1_ --tél’iiiaiig S

Penanganan Wabah Penyakit Menular (L’e'lﬁbaraﬁ Negara

Republik Indonesia: Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan :

Lembaran Negara Repu'bhk Indonesia Nomor 3447)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun’ 2010'_-teiitalig a
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara :Repiiblik S
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) Jo Peratiran @ -
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R'elau'b'lik_' SR
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembal an - :

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun' 2014 teni:ang':;
Kesehatan Lingkungan (Lembaran ~Negara Republik =
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran R

Negara Republik Indonesia Nomor 5570)

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017’ tentang L
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembarém Negara -

Republik Indonesia’ Tahun 2017 Nomor ‘63, Tambahan _.
Lembaran Negara - Republik Indonesia “Nomor 6037) :

sebagaimaﬂa telah diubah dengan Peraturan Pemermtah' R B
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan . atas_"ﬂ_-'f"_. -

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang [
Manajemen Pegawai Negeri - Sipil (Lembaran Negara . -~ |
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tmnbahm?.i-_]‘-f S

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6477 )i

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang L
Kesehatan Kerja {Lembaran Negara Repubhk Indonesia . S
Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara'a;_* o

Republik Indonesia Nomor 6444);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang_:_.'__.'_ |
Penyeienggamaﬁ Penanggulangan - -Bencana - Dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Repubhk Indonesza:i:_.: pRE

Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2620 tentang et
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-". .
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negaz a o

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor- 1’7’8)




18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

I{eputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus' _
Tugas Percepatan Penanganan Comna Vlms Dzsease‘-;: .
2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan =

Kepatusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahunf' [
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan'_f.'?;1-'_. !
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);. S

Keputusa_n Pres:tden Nomor 11" Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masya,rakat Corona £
Virus Dzsease 2019 (COVID 19) S

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang:
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corond. Vzrust'-f_f e
Disease 20 19 (COVID 19) sebageu Bencana Nasmnal o

Instruksi Premden Nomor 6 Tahun 2020 ter},tang-.:'__f_;'-f b
Pemngkataﬂ Dlslphn dan Penegakan Hukum' £
Kesehatan Dalam Pencegahan c’ian Pengendahan Camna L

Virus Dzsease 20 19

Peraturan Memen Dalam Negeu Nomor 20 Tahun 2020:5_-_'_;:'-.:{.- i
tentang Percepatan Fenanganan C‘orona Vzrus Dtse S
2019 di ngkungan Pemerintah’ Daerah (Bema Negam'_ o
Repubhk Indonesm Tahun 2020 Nomor 249) P BRI

Menten o Kesehatan

Keputusan

vang dapat Memmbulkaﬂ Wabah

Penaﬂggulan_gannya, SR

Keputusan-~  Menteri . Kesehatan Nomm
HK.01.07 /Menkes/328 /2020 “tentang Panduan |
Pencegahan - dan Pengendahan Corona Vzms Dlsease'f’__ S
(COVID- 19) di tempat Kerja Perk&n‘toran dan Industrz o

Pa.ndelm, o

Keputusan Men‘te‘m Dalam Negerl Nomm 440 830 Tahuﬁ' Cobin
2020 tentang Pedoman Tatanan Normal ___ai‘u Produk‘t},
dan Aman Corona Vzms Dzsease 2019 (COVIS 19) Bagi
Aparatu1 81p11 Negara di ngkungan Kementerzan Dalam-_ e
Negeri dan. Pemerintah Daerah, sebagalmana telah-:j_-"'_'_'f_'_' i
diubah dengan Keputusan Mentem Dalam Negerl Nomcn At B
440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan-'__'-_':_.'_ﬁf-_-j__'-'-'_- e
Menteri Dalam “Negeri ‘Nomor - 440-830 " “Tahun 2020 .

tentang Pedoman ’I‘atanan Normal Baru Pioduktif dan -

Aman Corona Virus “Disease 2019 (COVID 19) Bagy :{._: :;5:
Aparatur Sipil Negara di Limgkungmz Kementerlan Daiam_-: L
Negeri dan Pemerintah Daerah; L e

rotokol |




26.

27.

28.

29.

30.

31,

32.

33.

Keputusan Menteri Kesehatan - - Nomor

Hk.01.07/Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan =
Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam ;

Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Vzms-;' 3
Disease 2019 (COVID 19); -

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nom(}r 4 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala L
Daerah Dalam Rangka Penerapan Disijﬁlin “dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagal Upaya :

Pencegahan dan Pengendahan Corona - Vzms Dzsea,se .

2019 di Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 01 Tahun 2021-' ;":
tentang Pemberlakukan Pembatasan - Keglatan Untuk S

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Cowd 19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 20215-__'.""'-_:_. '.
tentang Perpangangan Pember Iakuan ' Pembatasan E

Kegiatan =~ Masyarakat  Berbasis - M11<:10 ©dan

Mengoptimalkan Posko Penanganan - Corona - Virus
Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk S

Pengendalian Penyebaran Corona Vzrus Dzsease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomm 56 ’Fahun 2021'5_..'}'_-_

tentang Pemberlakuan Pembatasan Keglatan Masyarakat_}:._;:.._:::-_
Level 3, Level 2, Dan Level 1 serta mengoptlma}kan Posko 3 e
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa s
dan Kelurahan Untuk Pengendahan Penyebaran Carona::_i- o
Virus Disease 2019 Di Wﬂayah Sumatela,: NU‘-Sa'_';.___ -

Tenggara, Kalimantan, Sulawes1 Maluku, Dan Papua

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Cowd 19:.1_
Nomor 3 Tahun 2020 ientang Protakol Kesehatan'_fz'-'_'jﬁ"'_- e
Pergalanan Dinas Orang Selama L1bur Harl Raya dan'if'_f. S :
Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Paﬂdeml '._'j:_:':.[-'

Corona Virus Disease 2019 (Cc;vzd 19);:

Surat Edaran Satuan ’I‘ugas Penanganaﬁ Cov1d 19 ,-::[:;-_3;":':
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpan;angan Ketem:uam i e
Perjalanan Orang Dalam  Neseri Masa Pa11dem1 Comna i

Virus Disease (Covid-19);

Surat Edaran Safuan Tugas Peﬂ&mganan Cewd 19 E
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Keténtuan Perj}alaman":_'Q_:Z'_._'__ _
Orang Dalam Negem Pada Masa Pandeml Coroncz Vzms -'_§_-;‘j::

Disease (Covid-19); -




Menetapkan ~ : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang =~
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol’ Kesehatan Sebagaj Upaya’. o

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disedse 2019 (Berita Daerah o B
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110} yang telah bebmapa kah Lo

MEMUTUSKAN:

TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM L
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN it
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 '

Pasal I

diubah dengan Peraturan Gubernur :

a.

Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2020 tentang Peru'bahan A‘tas_:-'
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan -~ =
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai. Upaya  Pencegahan dan‘f e
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Promnsz Kahmantan ST

Barat Tahun 2020 Nomor 149); .

. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan K@dua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan D1s1phn dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan - sebagai Upaya - Pencegahan dan-l':_-_'
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah onvmm Kahmamtan'_g'3.-_:':._3'_.1-.'

Barat Tahun 2021 Nomor 7);

. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 ’centang Pembahan Keilga Atas“i.-ff:f:'

Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Dis1phn dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan:;'_"_}- : e
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provnmx Kahmantaﬂ ey

Barat Tahun 2021 Nomor 30);

. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tenta:ng Pembahan Keempat Atasi'--:?_-:-_fg_'
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapaﬁ DiSiplm dan g :
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebaga; Upaya Pencegahan cian
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Prowns;t Kahmantan'? e

Barat Tahun 2021 Nomor 47);

. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pelubahan Kellma Atas
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Daszplm daﬁ;ff-_.:j.-:j"'}._..f
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan = =

Pengendalian Corona Virus Dlsease 2019 (Beﬁta Daerah Provms1 Kahmantan-é:ﬁ
Barat Tahun 2021 Nomor 75); : .

diubah sebagai berikut :

i.

Ketentuan ayat (2), ayat (3a}, ayat (4a), ayat (4b)}, ayai'(6) ayat (’7} ayat (1 1) daﬂ _ :
ayat (12) diubah dan diantara ayat (4b) dan ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat
yvakni ayat (4c) serta Pasal 8 ayat (3), ayat (4}, ayat (8) dan: _aya_t (13) : _z_:hl‘;apus;_,_ _
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : S R ot




| Pasaﬁi 8

(1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan dzszplm dali . S

penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi :

a. Bagi perorangan :

1) menggunakan alat pelindung diri berupa - tiasker yang menutupf__-': B
hidung dan mulut hingga dagu, jika -harus keluar: rumah atau o
berinteraksi dengan orang lain yang udak dlketahm stai_,usj_-f- S

kesehatannya;
2) membersihkan tangan secara teratur; _ _
3) pembatasan interalsi ﬂsﬁ{ (physwal dtstancmg) daﬂ - L

4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan’ menerapkan PHBS

b. Bagi pelaku usaha, pengelcla penyeleﬁggara, atau penanggung Jawab __ '- s

tempat, dan fasﬁztas umum :

1) melakukan sosialisasi, edukas; dan pengguna&m berbagm medla":'_;_ S
informasi untuk memberikan penigertian dan pemahaman meng@nm;;? e

pencegahan dan pengendahan Covid-19;

2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pmm masuk B : R

3) pengunjung dan karyawan wajily menggunakan masker, e

4} penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun’ yang mudah dlakses
dan memenuhi standar atau penyedzaan calran pemberszh tamgan_j 56

(hand sanitizer);

5) upaya identifikasi (penafisan) dan pemantauan kesehatan bawzf;‘f"“":'::" i

setiap orang yang akan beraktivitas di hngkunga,n fas111tas umum

6} mengatur jarak meja dan tempat duduk’ serta anﬁean pahng sedikz,t__;_;_'

1,5 (satu koma lima) meter antar’ peian gan
7] mengatur wakiu kunjungan, g e
8) pembersihan dan desinfeksi hno’kungaﬂ Secara berkala, S

9) penegakan kedls1phnan pada perﬁa}m masyarakat yaﬁg bez eszkof.__:.-.
dalam penularan dan tertularnya Covzd-] 9; : Fae

10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau clz tempa‘t kezjaf_
dengan mengoptimalkan sirkulasi udaz,a dan smar mataham masuk-'ﬁfﬁ ;
serta pembersihan filter AC; e Rl 2

11) menjaga kebersihan tempat/fasﬂztas umum, _  3 S Sy

12) melakukan pembelmha:n dan. desmfeksz d1 area tempat/famhtas
umum; :

13) memfasilitasi deteksi dini - dalam . penanganan kasus untuk---
mengantisipasi penyebaran Covzd 19; ' . : :

14) mengupayakan pembayaian secara ion tunau (cashless)

15) menyiapkan petugas untuk mengawasz penerapa,n d;szplm daﬁ:'
protokol kesehatan; dan ' : . R S

16} memberlakukan pengaturan pembaiasan Jumlah pengumun"
maksimal 50% (lima puluh persen) dari- kapasﬁas yang dlsedzakan;
dan menerapkan protokol kesehtan seca;la Ieblh kei:at e




(4b)

c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :

1} memastikan diri dalam kondisi Sehat sebelum berangkat bekerja., - o

2) menggunakan masker yang menutupi hidung daﬁ mumt hzngga.._":_f o

dagu;

3) membersihkan tangan secara teratur menggunaksm sabun dengan' o

air mengalir;

4) membawa dan menggunakan hand sanitizer,

5) melakukan pembatasan interaksi fisik (Physical dzstancmg) mlmma}. |
1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapa_n pada. saat"*.'- G

menghadiri rapat/pertemuan;

6) melakukan pengaturan jarak antara lursi 1n1n1mal 1 5 (satu koma-!ff:-.‘_:'.'3_'-'.': L
lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadn*l e

rapat/pertemuan;

7) memberi salam tanpa melakukan kontak fzs;k

8) menerapkan protokol kesehatan pada saat beker_}a maupun--”_f__']

mengikuti rapat; dan

9} meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapk&n PHBS

Setiap orang yang diwajibkan isolasi oleh - -Satuan . Tugas Prc)vmm
dilarang keluar rumah sampai berakhirnya masa 1soias1 kecuah untu] shelin

keperluan konsultasi atau berobai I{e Dokter. .
dihapus. '

Penumpang Pesawat Udara Wajlb menunjukkan sertlﬁkat Vaksn'lasz"

Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif uji Swab berbasis RT- e

PCR yang berlaku maksimal = H-3 meialui aphkaszt Peduh Lmdungl dzf-'ﬁ;';'
bandara keberangkatan. : S L

dihapus.

Penumpang Bus Lintas Batas Negara se"belum masuk ke Pravmsf{f‘f_;

Kalimantan Barat Wajib menunjukkan sertxfikat Vaksmam Cowd 19

minimal dosis pertama serta hasil. nega‘tﬁ uji Swab'berbasis, RT PCR yang
berlaku maksimal H-3 melalui aplikasi Peduh Lmdungl pada Saat tlba di
Pos Lintas Batas Negara (PLBN}.

Penumpang Bus antar Provinsi Sebeium masuk ke Prcmrxsl Kahmaﬁtan
Barat Wajib menunjukkan sertifikat Vaksinasi- Cowd~19 minimal dosis
pertama serta hasil nega‘tlf uji Swab belbas;ls RT PCF?-yang berlaku
maksimal H-3 melalui aplikasi - Peduh Llndungx pada saat tib "di;
Terminal kedatangan.

Maskapai penerbangan, Opei ator Pelayaran Operatm Bus dlwaijkan
menggunakan PeduliLindungi untuk memeriksa hasil tes RT- PCR ata
Rapid Test Antigen yang memmjukkan hasﬂ negatlf dan sudahij
melakukan vaksinasi minimal dosis pertama pada Setlap Peiaku;
Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) s&waktu melakukan check»m

Maskapai Penerbangan, Operatoy Pel&yaran ‘dan. Operatcr Bus dﬁaran

membawa penumpang yang hasil Rap1d 'I‘est Antzgen dan/ atav; wab;f
PCRnya positif Covid-19. : _ S

Penumpang Kapal Laut wa;zb menunjukkan sertlflkat Vaksmam Covad
19 minimal dosis pertama serta hasil négatif uji- Swab berbasis RT- PCR’:
yang berlaku maksimal H-3 melalui- aphkaSI Peduli: Lmdungi sebagazi
persyaratan perjalanan sebelum rnasuk ke Provmsz Kahmantan Barat




(7) Setiap orang yang melakukan perjalanan jarak jauh memakat. ke1'1daraan-_"' AT FiE
pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan sertlfikat?,_'; i
Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif uji Swab =~ °
berbasis RT-PCR yang berlaku maksimal H-3 melalui aplikasi Peduli =~
Lindungi sebagai persyaratan perjalanan dan wajib mematuhz protokol' SR
kesehatan ketat vang telah ditentukan. _ B

{8} Dihapus. B TR N s P
(9) Selama masih berada d1 Kalimantan Barat Wajlb mem1lﬂ<:1 Surat;': i

keterangan hasil negatif uji Swab PCR atau hasﬂ negatif ujl Rapzd TeSi-:-_--_
Antigen yang masih berlaku. R |

(10) Anak-anak dibawah usia 5’ (lima) tahun tldak le&jlbkal’l Rapzd Testf'
Antigen maupun untuk Tes Swab PCR. . R

(11} Pelaku perjaianan yang menggunakan moda transpoztas1 umum uda:la. (R
laut, sungai dan darat akan dilakukan tes acak (random check) Swab RT- ' .
PCR/Rapid Test Antigen: apabila -diperlukan oleh Satuan Tugas“_--_?;'-_ SRR B
Penanganan Covid-19 Daerah pada saat uba d1 termmal/ p@labuhanf“ Sy
kedatangan. : e SiE B

(12) Pelaku perjalanan dalam daerah yang menggunakan moda tremspmtam : i
udara harus menunjukkan hasil tes negatif Rapid Tes Antigen yang =~ .

berlaku maksimal H-2 melalm Aphkasz Peduh Lmdungz d1 Bandafa atan .:_[_':i- s
terminal keberangkatan. - :

{13) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehmgga berbuny1 sebagaz ber:ikut

Pasal 11

(1) Setiap  orang, pelaku  usaha, peﬂgéféia,' penyeienggara, atau”__'_   :
penanggungjawab tempat dan fasilitas umum serta’ ASN ‘dan Tenaga_--f.}_-
Kontrak atau sebutaxa Iamnya berkewajlban memfaszh‘tam -

(2) Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulaﬁgan sebagaz' ana A
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pelacakan digital: dengan
menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk mel&kukan Skrmmg atauj? L
penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan pada: St
a. pusat perbelaﬂjaan/mall/pusai perdagangan; : SRS NS B
b. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi” ST

pada pusat perbelanjaan/ mall terhadap semua pengumuﬂg -'-"da:ﬂ

pegawai; . S
c. pelaksanaan pembelagaran d1 satuan pendmﬂ{an e i :
d. pelaksanaan kegiatan pada area pubhk (fasﬂltas umum tamém umum,

tempat wisata umum atau area publik’ lamnya) dain o s
e. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan ‘sosial’ kemasyaz akatan (lckaSl Sl

seni, budaya, sosial yang dapai memmbulkan keramazan dan L

kerumunany; ' RS
f. kegiatan olahraga/pertandingan; dan
g. perkantoran, perbankan.




3. Ketentuan ayat (8) huruf a dan huruf b Pasal 16 diubah, sehmgga berbunyl : )
sebagai berikut :

-.Pasaz 16 2t

(1) Bagi perorangan, pelaku ‘usaha, pengelola, ' penyelenggala atau
penanggungijawab tempat dan fasziréas wmuam - seita ASN dan'- Tenaga- S
Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajzban sebagalmana-'_ RREUE B
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikeénakan sanksii L =

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan: dalam pencegahan dan FRCEEe B
pengendalian Covid-19 Sebagajmana d:maksud pada, ayat (1) berupa "

a. bagi perorangan : E : =
1} teguran lisan atau tegulan tertuhs, _
2) kerja sosial selama 15 (lima belas) menit; Rt R
3) denda administratif- sebesar Rp 200 000 (dua rams r1bu rup1ah)
4) dikarantina sampal keluarnya hasﬂ Swab PCR

b. bagi pelaku usaha, pengeiola, penyelenggara atau penanggung 'Jawabj S
tempat, dan fasilitas umum : _ e
1) teguran lisan atau teguran tertuhs S e

2) denda administratif sebesar Rp.1 000 OOO (satu guta rupiah)

} penghentian sementara operaszonai usaha, S

) : -

)

pencabutan ijin usaha; dan/atau . S e
apabila terdapat kluster keterjangkltan Covzd 1 9 dalam kegzatan yangi-_:{* e
melibatkan banyak orang, maka’ biaya pengobatan pasien Covid- 19
tersebut dltanggung oieh penyelenggara atau penaﬂggung jawab L

c. bagi ASN ;
1) teguran tertulis; dan . : RS L
2) denda administratif berupa tidak dlbayarkaﬁnya uang makan pada
hari melakukan pelanggaran disiplin = dan - tidalk . d1perkenanka e
memasuki seluruh  kawasan kantor Pem&nntah Daezah untuk;_ S
melakukan urusan kedinasan. : L

B oo

d. bagi Tenaga Kontrak atau sebutan Iamnya
1} teguran lisan; o
2} teguran tertulis; atau’
3) kerja sosial.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuaxl sebagazmana dzmaksud dalam_' c
Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar Bp.1.000.000,- (satu juta rupzah) -
(4) Terhadap ASN yang melakukan : pelanggaran i luar: __gkungan kanto E
dikenakan sanksi yvang bers1fat perorangan sebagaimana dzmaksu
ayat (2) huruf a. . L
(5) Maskapai Penerbangan, Ope1ator Peiayaran dan Operatcr Bus yang udak:: L
melaksanakan ketentuan sebagazmana d1maksud dalam-' Pasa} 8 aya‘i: (5) G
dikenakan sanksi: - i A
a. dilarang membawa penumpang dan Iuar daerah selama 10 (sepuiuh) ham{'- Ll
berturut-turut; - i
b. denda administratif sebesa1 Rp 5. 000 000 - (11ma 3uta mplah) bagl
Maskapai Penerbangan; ]
c. denda administratif sebesar Rp 1. 000 OOO o (satu 3uta rupzah) bagi
Operator Pelayaran; dan
d. denda administratif sebesar Rp 500 OOG (11ma ratus rxbu mp1ah) bag1-: ey
Operator Bus. R : e




(5a)

(5b)

(5¢c)

(10)

Maskapai penerbangan yang akan masuk ke dacrah dﬂarang memhawa R

penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif

uji Swab PCR pada saat pemeriksaan di daerah keberangkatan tempat

penumpang berada.

Dalam hal maskapai penerbangan melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5a) dikenakan denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Dalam hal hasil uji Swab PCR penumpang sebagaimana dimaksud pada

ayat (5a) dinyatakan positif, terhadap maskapai penerbangan dikenakan

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.

Setiap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a), ayat

(4a), ayat (4b}, ayat (6) dan ayat (7) yang tidak dapat menunjukkan hasil

Rapid Test Antigen atau Swab PCR akan dilakulkan Uji Rapid Test Antigen

atau Uji Swab PCR pada saat kedatangan.

Dalamt hal hasil Rapid Test Antigen atau Swab PCRnya positif akan

dilakukan isolasi masing-masing selama 14 (empat belas) hari di tempat

yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang biayanya

ditanggung/dibebankan kepada penumpang yang bersangkutan.

Biaya Uji Rapid Test Antigen atau Uji Swab PCR sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3a), ayat (4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7)

dibebankan kepada masing-masing penumpang yang bersangkutan dengan

rincian sebagai berikut :

a. biaya Rapid Test Antigen sebesar Rp.109.000 (seratus sembilan ribu
rupiahj per orang; dan

b. biaya uji Swab PCR sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per
orang.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI)} dan Kepolisian Republik Indonesia

(POLRI) di daerah dan apabila melakukan pelanggaran dilaporkan kepada

institusi masing-masing.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke

Kas Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16A diubah, serta ditambahkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

(H

Pasal 16A

Pelaku perjalanan yang masuk ke daerah menggunakan moda

transportasi udara, transportasi Laut dan transportasi darat yang telah

menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta

hasil negatif wji Swab berbasis RT-PCR melalui aplikasi Peduli Lindungi

akan dilakukan tes acak (random checkj Uji Swab PCR pada saat tiba di

Bandar Udara atau pelabuhan.

Dalam hal hasil uji Swab berbasis PCRnya terbukti palsu dan setelah

dilakukan tes acak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

positif, yvang bersangkutan diwajibkan :

a. membayar biaya uji Swab PCR sebesar Rp.300.000,- {tiga ratus ribu
rupiah} per orang;

b. diisolasi selama 14 (empat belas hari) ditempat vang disediakan oleh
pemerintah daerah;

¢. membayar biaya makan/minum selama masa isolasi; dan

d. membayar denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).




{3) Dalam hal hasil uji Swab berbasis PCRnya terbukti palsu“cié,h setelah -
dilakukan tes acak sebagaimana dimaksud pada avat (1} dinyatakan
negatif, yang bersangkutan diwajibkan : '

a. membayar biaya uji Swab PCR sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) per orang; dan '

b. membayar denda paling banyak Rp.5.000.000,- {(lima juta tupiah).

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan .
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal % WpVpmers Lied|

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal < YoVeserm el

Pj. BEKRETARIS DAERAH
- PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

AMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 14— =~




